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ABSTRAK
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017
tentang Pemanfaatan Tanah Desa bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang
jelas dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa di wilayah Daerah Istimewa
Yogyakarta (D1Y). Regulasi ini dirancang untuk memastikan bahwa tanah desa
dimanfaatkan secara optimal dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,
guna menghindari penyalahgunaan dan konflik yang mungkin timbul. Meski
peraturan ini memiliki tujuan yang baik dan niat yang jelas, pelaksanaannya di
Kalurahan Timbulharjo menghadapi beberapa tantangan signifikan. Di lapangan,
terdapat ketidaksesuaian antara praktik yang ada dan ketentuan baru dari peraturan,
serta kurangnya sosialisasi yang memadai mengenai pentingnya izin dalam
pemanfaatan tanah desa. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji efektivitas hukum
dari Peraturan Gubernur DIY No. 34 Tahun 2017 dengan fokus khusus pada
pemanfaatan tanah kas desa di Kalurahan Timbulharjo. Penelitian ini juga menilai

regulasi ini dari perspektif maslahah mursalah.

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian
lapangan (field research) dengan sifat penelitian, yaitu deskriptif analitis. Sumber
data pada penelitian ini, yaitu data primer meliputi wawancara dan dokumentasi
serta data sekunder yang meliputi bahan hukum primer: UUD 1945, UU No. 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 6 Tahun 2014
tentang Desa, UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta, Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2016 tentang Pengolahan Aset Desa, Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan
Tanah Kadipaten, dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34
Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa. Selain itu, juga terdapat bahan
hukum sekunder: jurnal, buku, naskah akademik, atau hasil karya dari kalangan
hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif maslahah mursalah,
Peraturan Gubernur DIY No. 34 Tahun 2017 dinilai efektif dalam memberikan
manfaat luas dan kepastian hukum, yang sesuai dengan prinsip syariat Islam yang
bertujuan memaksimalkan kemaslahatan dan menghindarkan mudharat. Namun, di
tingkat Kalurahan Timbulharjo, efektivitas pelaksanaan peraturan ini belum efektif.
Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara praktik yang ada dengan ketentuan
baru serta izin yang belum disesuaikan dengan regulasi terbaru. Untuk
meningkatkan efektivitas peraturan ini, disarankan agar pemerintah Kalurahan
Timbulharjo meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya izin, memperkuat
pengawasan dan penegakan hukum, serta memperbaiki koordinasi antara
pemerintah desa dan masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Pemanfaatan Tanah Desa, Maslahah Mursalah



ABSTRACT

The Governor Regulation of Special Region of Yogyakarta No. 34 of 2017
on Village Land Utilization aims to provide a clear legal foundation for the
management and utilization of village land in the Special Region of Yogyakarta
(DIY). This regulation is designed to ensure that village land is utilized optimally
and in accordance with applicable legal provisions, to avoid misuse and potential
conflicts. Although this regulation has good intentions and clear goals, its
implementation in Kalurahan Timbulharjo faces several significant challenges. On
the ground, there is a discrepancy between existing practices and the new
provisions of the regulation, as well as a lack of adequate socialization regarding
the importance of permits in village land utilization. In this study, the author
examines the legal effectiveness of Governor Regulation DIY No. 34 of 2017,
focusing on the utilization of village land in Kalurahan Timbulharjo. The study also
assesses this regulation from the perspective of maslahah mursalah.

The research uses a field research method with a descriptive-analytical
approach. The data sources include primary data from interviews and
documentation, and secondary data from legal materials: the 1945 Constitution,
Law No. 5 of 1960 on Basic Agrarian Principles, Law No. 6 of 2014 on Villages,
Law No. 13 of 2012 on the Special Autonomy of the Special Region of Yogyakarta,
Minister of Home Affairs Regulation No. 1 of 2016 on Village Asset Management,
Special Region of Yogyakarta Regional Regulation No. 1 of 2017 on Management
and Utilization of Sultanate and Duchy Lands, and Governor Regulation of Special
Region of Yogyakarta No. 34 of 2017 on Village Land Utilization. Additionally,
secondary legal materials include journals, books, academic texts, and other legal
works.

The findings indicate that from the perspective of maslahah mursalah,
Governor Regulation DIY No. 34 of 2017 is effective in providing broad benefits
and legal certainty, in accordance with Islamic principles aimed at maximizing
welfare and avoiding harm. However, at the level of Kalurahan Timbulharjo, the
effectiveness of the regulation's implementation is not fully realized due to
discrepancies between existing practices and new provisions, and permits that have
not been adjusted to the latest regulations. To enhance the effectiveness, it is
recommended that the Kalurahan Timbulharjo government increase socialization
regarding the importance of permits, strengthen supervision and law enforcement,
and improve coordination between the village government and the community.

Keywords: Legal Effectiveness, Village Land Utilization, Maslahah Mursalah
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MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka
apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras
(untuk kebajikan yang lain). dan hanya kepada Tuhanmu

berharaplah.”

(QS. Al-Insyirah : 6-7)

“Pada akhirnya, ini semua hanyalah permulaan”
(Nadin Amizah)
“Jangan terlalu lama menyesali sesuatu, sebab yang terpenting bukan
penyesalannya tapi bagaimana kita memperbaiki. Memang sulit tapi

bukan berarti tidak bisa, memang tidak mudah namun bukan berarti

tidak mungkin”

(Ulfiatul Amalia)
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan kekayaan alam yang negara kuasai dan pergunakan sebaik
mungkin untuk kesejahteraan rakyat seperti yang dimaksud pada Pasal 33 ayat (3)
UUD 1945 dimana menentukan jika “Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar
untuk kemakmuran rakyat”.! Berdasarkan pasal tersebut menyatakan bahwa semua
kekayaan alam (baik itu di dalam maupun di luar bumi) masuk ke penguasaan
Negara dimana wilayah tersebut berhukum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) juga sudah menegaskan
lebih lanjut berhubungan dengan penguasaan Negara terhadap tanah pada wilayah

hukum Negara tersebut, tepatnya Pasal 2 UUPA yang berbunyi:?

Pasal 2 UUPA:

1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan
hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang
angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu
pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi
kekuasaan seluruh rakyat.

2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi
wewenang untuk :

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa
tersebut;

b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara

orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,

1 Andi Bustamin Daeng Kunu, “Kedudukan Hak Menguasai Negara Atas Tanah ™, Fiat Justitia
Jurnal llmu Hukum, Vol. 6, No. 1, 2012, him. 1.
2 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria.



c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai
bumi, air dan ruang angkasa.

3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut
pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar
kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan
kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang
merdeka berdaulat, adil dan makmur.

4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat
dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-
masyarakat hukum adat, sekadar diperlukan dan tidak bertentangan
dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan

pemerintah.

Berlandaskan aturan di atas, seluruh kekayaan alam Indonesia, termasuk tanah,
air, dan ruang angkasa, berada di bawah kendali Negara.® Kendali ini tidak bersifat
kepemilikan mutlak oleh Negara, tetapi menjadi wewenang paling tinggi bagi
semua rakyat Indonesia untuk mengatur, menentukan peruntukan, mengelola
penggunaan, hingga merawat sumber daya alam tersebut guna mencapai

kemakmuran rakyat.*

Tanah mempunyai peran amat penting bagi kehidupan manusia, berfungsi
menjadi  basis bagi berbagai kegiatan semisalnya pertanian, perkebunan,
peternakan, perikanan, dan sebagai tempat tinggal melalui pembangunan
perumahan.’ Keberadaan tanah tidak hanya sebagai sumber kehidupan fisik,
melainkan juga sebagai fondasi bagi kemajuan berbagai sektor seperti industri.

Dalam konteks ini, tanah menjadi ruang yang tidak hanya memberikan dukungan

3 Rizky Syahputra, “Hukum Agraria dan Kebijakan Agraria di Indonesia”, COURT REVIEW:
Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 3, No. 4, 2023, him. 24.

4 Yance Arizona, “Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara atas Sumber Daya alam
Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal konstitusi, VVol. 8, No. 3, 2011, him. 264.

> Hambali Thalib, Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan; Kebijakan Alternatif
Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2009),
him. 1.



material, tetapi juga memfasilitasi keberlangsungan kehidupan manusia. Tanah
sendiri sebagai elemen mendasar kehidupan manusia, memiliki peran krusial dalam
berbagai aspek. Dalam konteks Indonesia, yang diakui sebagai negara agraris, tanah
bukan sekadar entitas fisik, tetapi juga mencerminkan kekayaan budaya dan

identitas nasional.®

Dengan kepentingan yang begitu besar terhadap peran tanah dalam
penghidupan rakyat Indonesia, intervensi Negara melalui aparatur sipil negara pada
pengelolaan hukum pertanahan dianggap sebagai suatu keharusan. Hal ini
menunjukkan kesadaran akan signifikansinya tanah sebagai aset penting, dan
perlunya regulasi yang tepat guna untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan
pemanfaatannya. Negara dalam menjaga keseimbangan dan pemanfaatan tanah
yang ada tentunya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan juga oleh Pemerintah
Daerah. Pemerintah Daerah dalam hal ini terbentuk atas Pemerintah Daerah
Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota hingga Pemerintah Desa.
Pengelolaan tanah tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat atau
Daerah, tetapi juga menjadi fokus Pemerintah Desa sebagai perangkat yang
memiliki keterlibatan langsung dalam urusan desa. Pemerintah Desa, sebagai
entitas pemerintah paling kecil yang mengurus urusan desa, memiliki peran penting

dalam mengelola aset tanah.

Pemerintah Desa merupakan perangkat Desa yang bertugas sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa, sedangkan Pemerintahan Desa merupakan
penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat pada tingkat Desa
dalam suatu tatanan sistem pemerintahan di Indonesia. Pelaksanaannya melibatkan
berbagai kegiatan strategis, termasuk program pembangunan, pelayanan publik,

dan kebijakan lainnya, yang dilakukan Pemerintah Desa untuk meningkatkan

® Mudjiono. Hubungan tanah dan manusia, (Yogyakarta: Liberty, 1997), him. 20.



kesejahteraan dan memajukan Desa. Pemerintah Desa sebagai penyelenggara
kepentingan masyarakat Desa tentunya membutuhan dana untuk pelaksanaannya.
Dana pelaksanaan atau dana operasional tersebut berasal dari aset desa yang
dipunyai dan dikuasai oleh Pemerintah Desa. Aset Desa terdiri dari tanah kas desa,
tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, pembangunan desa,
pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa,

pemandian umum, dan lainnya.’

Tanah Kas Desa, sebagai salah satu aset desa memiliki pengertian suatu tanah
yang dimiliki oleh pemerintah desa dan dikelola untuk kegiatan usaha desa
sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang bersangkutan.® Dalam
Pasal 1 angka 6 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34
Tanhun 2017 juga menyebutkan bahwa “Tanah Kas Desa adalah bagian dari Tanah
Desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa”.
Tanah Kas Desa yang merupakan salah satu aset desa perlu dilindungi, dilestarikan,
dan dimanfaatkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,
dan pelayanan masyarakat desa. Upaya ini diharapkan dapat mendorong kreativitas
masyarakat dan meningkatkan partisipasi mereka dalam pembangunan desa,
dengan memanfaatkan aset desa dan potensi yang ada, dan aset desa yang dikelola
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan desa, serta
digunakan secara berdaya guna dalam berbagai aspek penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan desa

Kalurahan Timbulharjo terletak pada Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta dimana tanah di Yogyakarta sendiri memiliki

keunikan hukum yang terikat dengan sistem kepemilikan tanah di bawah

" Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
8 J Sembiring, “Pengelolaan Tanah Kas Desa”, Jurnal Widya Bhumi, Vol. 16, him. 40-51.



Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kasultanan ini memiliki peran khusus
dalam pengelolaan tanah di wilayahnya, yang diatur oleh hukum adat dan kebijakan
pemerintah setempat. Sistem tanah kasultanan seringkali melibatkan konsep hak
ulayat, di mana Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten merupakan tanah hak milik
(adat) yang selama ini belum diberikan dengan hak milik baik kepada penduduk
asing (eigendom) maupun kepada penduduk pribumi sebagai hak milik adat. Tanah
Kasultanan dan Tanah Kadipaten berada di seluruh wilayah DIY, namun tidak di
setiap kecamatan atau desa masih terdapat Tanah Kasultanan dan Tanah
Kadipaten.® Seperti halnya pemerintahan desa yang lain, Kalurahan Timbulharjo

juga memiliki Tanah Desa yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Pemanfaatan Tanah Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dalam
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 34 Tahun 2017 tentang
Pemanfaatan Tanah Desa. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 ditentukan bahwa “Tanah Desa adalah
tanah yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh
Pemerintah Desa berdasarkan hak anggaduh, yang jenisnya terdiri dari tanah kas
desa, pelungguh, pengarem-arem, dan tanah untuk kepentingan umum”.
Pemanfaatan Tanah Desa dapat dijalankan melalui cara perlindungan, penggunaan,
dan pelepasan. Jangka waktu yang diperlukan untuk menggunakan Tanah Kas Desa
atau waktu sewa paling lama selama 20 (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang.°
Berdasarkan Pasal 59 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34

Tahun 2017 ditentukan bahwa:!

® Rangga Alfiandri Hasim, “Politik Hukum Pengaturan Sultan Ground Dalam Undang-Undang No.
13 Tahun 2013 Tentang Keistimewaan Yogyakarta Dan Hukum Tanah Nasional ”, Jurnal Arena
Hukum, Vol. 9, No. 2, Agustus 2016, him. 207-224.

10 pasal 20 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang
Pemanfaatan Tanah Desa.

1 1bid, Pasal 59.



Setiap pengguna tanah desa dilarang:

mengalihkan izin kepada pihak lain;

I

menambahkan keluasan Tanah Desa yang telah ditetapkan dalam izin;

13

menggunakan Tanah Desa sebagai rumah tempat tinggal;
d. menggunakan Tanah Desa yang berupa lahan sawah beririgasi untuk
dialihfungsikan; dan

e. menggunakan Tanah Desa tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa setiap pengguna tanah desa dilarang
untuk mengalihkan izin kepada pihak lain, dan menggunakan Tanah Desa sebagai
rumah tinggal. Di Kalurahan Timbulharjo terdapat penyalahgunaan penggunaan
Tanah Desa yang berjenis Tanah Kas Desa (TKD), penggunaan tanah kas desa
sendiri dilakukan melalui digarap sendiri (melalui media pertanian maupun non
pertanian), sewa, bangun guna serah atau bangun serah guna, hingga kerja sama.?
Penyalahgunaan penggunaan tersebut, yaitu terdapat puluhan permukiman berdiri
di atas tanah kas desa (TKD) yang ada di Gabusan, Kalurahan Timbulharjo, Sewon,
tepatnya di sisi Utara Pasar Seni dan Wisata Gabusan (PSWG). Kawasan tersebut
dulunya merupakan pasar desa Gabusan (Pasar Tegalrejo) yang dibangun pada
sekitar 1990-an, izin Gubernurnya pasar tradisional. Timbulharjo memiliki dua
pasar desa, yakni Pasar Kepek dan Pasar Gabusan (Pasar Tegalrejo). Pasar
Tegalrejo terbagi atas 185 kavling dengan rincian, yaitu Los Pasar sebanyak 60
kavling, Blok A sebanyak 35 kavling, Blok B sebanyak 54 kavling, dan Blok C
sebanyak 36 kavling. Dari 185 kavling tersebut dipergunakan untuk ruko di pinggir
jalan parangtritis 32 kavling, kios dan los yang digunakan untuk pasar 35 kavling,
tanah kosong 14 kavling, masjid 2 kavling, dan rumah hunian 102 kavling.*3 Seiring

perkembangan zaman, tahu-tahu berdirilah bangunan semacam rumah itu,** dan

12 1bid, Pasal 20.

13 Data diperoleh di Kalurahan Timbulharjo, Senin 12 Februari 2024.

14 Wawancara, Roykha Fadillatul Baity, (Kalurahan Timbulharjo), Pada Tanggal 21 Desember
2023.



hingga kini masih terus ditinggali ratusan orang. Selain itu juga terdapat

pemanfaatan tanah kas desa yang sudah dilakukan secara turun temurun.

Penelitian ini dilakukan sebelum terbitnya Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024. Oleh karena itu, analisis dalam
penelitian ini berfokus pada Efektivitas Hukum Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 (Pergub DIY 34/2017) di Kalurahan
Timbulharjo serta bagaimana Efektivitas Hukum Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 apabila dilihat dari perspektif
maslahah mursalah, meskipun terdapat beberapa batasan. Penelitian ini hanya
membahas mengenai bagaimana efektivitas hukum Pergub DIY 34/2017 pada
pemanfaatan tanah desa yang berupa tanah kas desa yang terdapat pada Pasal 15
Pergub DIY 34/2017 yang dilakukan dengan cara digarap sendiri (melalui media
pertanian maupun non pertanian), sewa, bangun guna serah atau bangun serah guna,
hingga kerja sama penggunaan. Penelitian ini tidak menganalisis efektivtas hukum
penggunaan tanah desa yang berupa pelengguh, pengarem-arem, dan tanah untuk

kepentingan umum.

Berlandaskan kepada uraian di atas, maka dapatlah penelitian ini dilaksanakan
dengan judul “Efektivitas Hukum Pemanfaatan Tanah Kas Desa Perspektif

Maslahah Mursalah”

B. Rumusaan masalah :
1. Bagaimana Efektivitas Hukum Pemanfaatan Tanah Kas Desa di
Kalurahan Timbulharjo?
2. Bagaimana Efektivitas Hukum Pemanfaatan Tanah Kas Desa Perspektif

Marsalah Mursalah?

C. Tujuan dan Manfaat Peneltian



1. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas dan agar
penelitian ini menjadi lebih terarah secara jelas maka perlu ditetapkan
suatu tujuan penelitian yaitu:

a. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Hukum Pasal 15 Peraturan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 tahun 2017
tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa di Kalurahan Timbulharjo.

b. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Hukum Pasal 15 Peraturan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 34 tahun 2017 tentang
Pemanfaatan Tanah Desa Presfektif Marsalah Mursalah.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis
Temuan penelitian ini diharapkan dapat memajukan
pemahaman untuk membantu pengembangan ilmu hukum
tatanegara maupun siyasah. Khususnya bagi lImu Hukum dan
Hukum Pertanahan mengenai Pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk
pemukiman di Kalurahan Timbulharjo Kecamatan Sewon

Kabupaten Bantul.

b. Secara praktis
1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh
kalangan masyarakat utamanya dalam memberikan masukan
ataupun informasi secara tertulis kepada masyarakat mengenai
pemanfaatan Tanah Kas Desa di Kalurahan Timbulharjo
Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017

tentang Pemanfaatan Tanah Desa.



2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk menambah
pengetahuan bagi para peneliti, akademisi, dan praktisi hukum.
Temuan dan analisis dalam penelitian ini dapat menjadi
referensi yang bernilai dalam pemahaman lebih lanjut mengenai
pemanfaatan tanah desa.
D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran literatur yang dilakukan oleh penyusun terhadap
beberapa karya ilmiah berupa skripsi maupun jurnal ilmiah, memiliki tema yang
sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Diantaranya sebagai
berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Achmad Sulton Zainul Firdaus Fakultas
Syari’ah Universitas Islam Negeri Mualana Malik Ibrahim pada tahun 2022
yang berjudul “Transparansi Pengelolaan Tanah Kas di Desa Doko Kecamatan
Ngasem Kabupaten Kediri”. Dalam skripsi tersebut penulis menjelaskan
tentang keterbukaan pengelolaan Tanah Kas Desa di Desa Doko Kecamatan
Ngasem Kabupaten Kediri dan implikasi pengelolaan Tanah Kas Desa terhadap
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan
Aset Desa.™® Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah
penulis lebih memfokuskan pada analisis Efektivitas Hukum Peraturan
Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa. Penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan regulasi dan menilai sejauh mana
pemanfaatan tanah kas desa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam

peraturan tersebut.

15 Achmad Sulton Zainul Firdaus, “Transparansi Pengelolaan Tanah Kas di Desa Doko

Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri”, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah Universitas Islam
Negeri Mualana Malik Ibrahim (2022)



10

Kedua, skripsi yang di tulis oleh Pandame Barsa Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2018 yang berjudul “Pelaksanaan
Pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk Pemukiman di Padukuhan Mrican Desa
Caturtunggal Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 34 Tahun 2017”. Dalam skripsi tersebut menjelaskan mengenai
bagaimana transformasi tanah kas Desa di Padukuhan Mrican Desa
Caturtunggal digunakan, khususnya untuk pemukiman dari tegalan (sawah)
pada tahun 1960 hingga digunakan untuk pemukiman hingga sampai saat ini
dan dampaknya terhadap keterlaksanaan Peraturan Gubernur yang berlaku.
Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis lebih
memfokuskan pada analisis Efektivitas Hukum Peraturan Gubernur Nomor 34
Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, khususnya pada penggunaan
tanah kas desa yang tidak sesuai dengan izinnya, yaitu di Kalurahan
Timbulharjo.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Bisyri Hakim Fakultas Hukum Universitas
Negeri Semarang tahun 2015 yang berjudul “Pengelolaan Tanah Kas Desa Di
Kabupaten Kendal (Studi kasus di Desa Pasigitan Kecamatan Boja Kabupaten
Kendal)”. Dalam Skripsi tersebut membahas mengenai bagaimana pengelolaan
tanah kas desa di Desa Pasigitan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, di mana
terdapat permasalahan meliputi penyewaan sebagian tanah kas desa kepada
masyarakat selama 8 tahun, dan kurangnya koordinasi antara perangkat desa

dan masyarakat, yang menyebabkan ketidakpastian informasi.!” Perbedaan

16 pandame Barsa, “Pelaksanaan Pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk Pemukiman di Padukuhan
Mrican Desa Caturtunggal Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 34 Tahun 2017, Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
(2018).

17 Bisyri Hakim, “Pengelolaan Tanah Kas Desa Di Kabupaten Kendal (Studi kasus di Desa
Pasigitan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal)”’, Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Negeri Semarang (2015).
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dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis lebih
memfokuskan pada analisis efektivitas hukum penggunaan tanah kas desa di
Kalurahan Timbulharjo berdasrkan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017
tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Reka Hajria Kuffa Fakultas Iimu Sosial
dan llmu Politik Universitas Riau yang berjudul “Pengelolaan Tanah Kas Desa
(Studi Kasus Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar
Tahun 2020)”. Jurnal ini membahas mengenai pengelolaan tanah kas desa pada
Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar tahun 2020
dan mengetahui faktor penghambat dalam pengelolaan tanah kas desa pada
Desa Muara Mahat Baru tersebut.'® Perbedaan dengan penelitian yang
dilakukan oleh penulis adalah penulis lebih memfokuskan pada analisis
penggunaan tanah kas desa berdaskarkan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun
2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa di Kalurahan Timbulharjo.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Fattahillah Fahmi Magister Kenotariatan
Universitas Islam Indonesia yang berjudul, “Penyalahgunaan Fungsi Tanah Kas
Desa di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa
Yogyakarta”. Jurnal ini membahas tentang penyalahgunaan tanah kas desa di
Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta dan
proses penyalahgunaan tanah kas desa di Kecamatan Banguntapan Kabupaten
Bantul melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah desa, masyarakat, dan
juga notaris setempat.'® Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh

penulis adalah penulis lebih

18 Reka Hajria Kuffa, “Pengelolaan Tanah Kas Desa (Studi Kasus Desa Muara Mahat Baru
Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Tahun 2020) 7, JOM FISIP Vol. 10: Edisi | Januari-Juni
2023.

19 Fattahillah Fahmi, “Penyalahgunaan Fungsi Tanah Kas Desa di Kecamatan Banguntapan
Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta”, Lex Renaissance No. 2 VOL. 1 JULI 2016:
141-151.
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memfokuskan pada analisis Efektivitas Hukum Peraturan Gubernur Nomor
34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa pada penggunaan tanah kas
desa yang di Kalurahan Timbulharjo dan juga dilihat dalam perspektif
maslahah mursalah.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, penyusun mengambil kesimpulan
bahwa belum ada karya ilmiah maupun penelitian yang membahas tentang
Efektivitas Hukum Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Perspektif Maslahah Mursalah
yang fokus penelitiannya membahas efektivitas hukum pada peraturan gubernur
tersebut khususnya di daerah Kalurahan Timbulharjo dan tinjauan maslahah

mursalah terhadap efektivitas hukum pada peraturan tersebut.

Kerangka Teoritik
1. Teori Efektivitas Hukum
Hans Kelsen menjelaskan tentang suatu efektivitas hukum bahwa
orang itu benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum
sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar
diterapkan dan dipatuhi. Maksudnya adalah bahwa hukum itu bisa
dikatakan efektif apabila perbuatan orang-orang itu sesuai dengan norma-
norma hukum. Hal itu menunjukkan tentang efektivitas hukum dengan
perbuatan nyata. Jadi, efektivitas hukum menurut Hans Kelsen bahwa
perbuatan nyata orang-orang sesuai dengan norma-norma hukum. 2
Membahas tentang efektivitas hukum berarti membicarakan
kemampuan hukum tersebut dalam mengatur dan mendorong masyarakat
untuk mematuhi ketentuan hukum. Efektivitas hukum dapat terjadi jika

faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi secara

20 Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, (Bandung: Nusa Media, 2013), him.

53.
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optimal. Tingkat efektivitas suatu peraturan perundang-undangan dapat

diukur dari perilaku masyarakat. Hukum atau peraturan perundang-

undangan dianggap efektif ketika perilaku warga masyarakat sesuai

dengan harapan atau ketentuan yang diinginkan oleh peraturan tersebut.

Jika tujuan yang diinginkan berhasil dicapai, maka dapat dianggap bahwa

efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah

tercapai.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa

efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu:%:

1.

2.

Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk
maupun menerapkan hukum.

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut
berlaku atau diterapkan.

Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Teori ini menjadi pisau analisis dalam menjawab rumusan
masalah pertama mengenai evektfitas hukum Peraturan Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 tahun 2017 tentang

Pemanfaatan Tanah Desa di Kalurahan Timbulharjo.

2. Teori Maslahah Mursalah

Menurut bahasa, kata maslahah berasal dari Bahasa Arab dan telah

dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata maslahah, yang

21 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT.Raja
Grafindo Prasada, 2008), him.8.
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berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan
menolak kerusakan.?? Menurut bahasa aslinya kata maslahah berasal dari
kata salahu, yasluhu, salahan, artinya sesuatu yang baik, patut, dan
bermanfaat.?® Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat
dengan dalil agama (al-Qur’an dan al-Hadits) yang membolehkan atau
yang melarangnya.?* Maslahah mursalah (sering disebut juga masalih
mursalah atau istislan) adalah penetapan hukum berdasarkan
kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil nash secara terperinci
(khusus), tetapi didukung oleh makna sejumlah nash. Metode maslahah
mursalah merupakan nash parsial sebagaimana metode giyas.?

Menurut Abdul Wahab Khallaf, maslahah mursalah adalah
maslahah di mana syar i tidak mensyari’atkan hukum untuk mewujudkan
maslahah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya
atau pembatalannya.®

Menurut al-Ghazali dalam kitab al-Mustasyfa yang dimaksud
dengan maslahah mursalah, yaitu apa-apa (maslahah) yang tidak ada
bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang
membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.

Menurut Jalal al-Din Abd al-Rahman, maslahah mursalah, yaitu
maslahah yang selaras dengan tujuan syari (pembuat hukum) dan tidak
ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau

penolakannya.

22 Munawar Kholil, Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah, (Semarang: Bulan Bintang,

1955), him. 43.

23 Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan
Penafsir al-Qur’an, 1973), him. 219.

ZMunawar Kholil, Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah, (Semarang: Bulan Bintang, 1995)
him. 225.

2 Asnawi, Perbandingan Ushul Figh, (Jakarta: Amzah, 2011), him. 129.

26 Abdullah Wahab Khallaf, llmu Ushulul Figh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidahkaidah
Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), him. 123
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Muhammad Abu Zahrah memberi definisi yang hampir sama
dengan Jalal al-Din Abd al-Rahman, yaitu maslahah yang selaras dengan
tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan

tentang pengakuannya atau penolakannya.?’

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting guna mendapatkan hasil penelitian yang

terarah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dipakai adalah penelitian lapangan (field
research) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam
lingkungannya yang alamiah.?® Penelitian yang dilakukan dengan cara
terjun langsung ke daerah objek penelitian guna memperoleh data yang
berkaitan dengan Efektivitas Hukum Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah
Desa di Kalurahan Timbulharjo.
Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yang memaparkan dan
menggambarkan materi pembahasan secara rinci, sistematis, akurat, dan
faktual tentang berbagai fakta yang diteliti.?® Setelah berhasil
menghimpun data yang diperlukan, peneliti akan melakukan analisis
mendalam terhadap data tersebut. Hasil analisis ini akan membentuk
dasar bagi penulis untuk menyusun kesimpulan yang menyeluruh terkait

dengan seluruh rangkaian penelitian yang telah dilakukan.

27 Amir Syarifuddin, Ushul Figh, Edisi Pertama Cetakan Ke-6, (Jakarta: Kencana, 2011), him.

355-356.

28 Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru IImu Komunikasi dan limu
Sosisal Lainnya), (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), him. 160.
29 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), him. 54.
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3. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis memilih untuk menggunakan yuridis-
empiris. Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis data primer, yang
merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari masyarakat
atau lapangan.*® Dengan demikian, penelitian ini mengedepankan
pengumpulan data yang bersifat empiris untuk mendapatkan gambaran
yang lebih mendalam dan akurat terkait dengan fenomena yang diteliti.
4. Sumber Data Penelitian
Sumber data yang digunakan dalam penilitian ini ialah data primer
dan data sekunder yaitu :
a. Data primer
Data primer adalah pada informasi yang diperoleh secara
langsung dari lapangan atau lokasi penelitian. Untuk
mengumpulkan data primer, peneliti akan melakukan proses
wawancara, dokumentasi, dan observasi terhadap narasumber yang
relevan dengan penelitian ini.
b. Data sekunder3!
Data sekunder sendiri terdiri dari :
1) Bahan Hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan
yang terdiri dari :
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945.
b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

30 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
(Depok: Rajawali Pers, Cetakan ke-21 Februari 2022), him. 12.
31 1bid, him. 12-13.
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c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengolahan Aset Desa.

f) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1
Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan
Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten;.

g) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah
Desa.

2) Bahan Hukum Sekunder berupa buku-buku atau pendapat
hukum dalam literatur, hasil penelitian, artikel, jurnal-jurnal
hukum, data-data dari internet yang berkaitan dengan
penelitian yang akan ditulis.

3) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan untuk memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer
dan sekunder berupa kamus-kamus dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data®
a. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan, yang juga dikenal sebagai observasi,
merupakan suatu metode untuk mendapatkan data dengan cara
melibatkan pengamat dalam proses pengamatan langsung. Dalam
tahap ini, dilakukan analisis dan pencatatan hasil penelitian untuk

memahami kondisi lapangan secara obyektif.

32 Rifa’l Abu Bakar, Pengantar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), him.
90-114.
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b. Wawancara
Wawancara adalah proses tanya jawab antara pewawancara
dan narasumber, diarahkan untuk mendapatkan data relevan bagi
penulis. Melalui interaksi ini, penulis berupaya memahami sudut
pandang, pengalaman, dan pengetahuan narasumber, dengan tujuan
memperoleh informasi yang komprehensif terkait dengan topik
penelitian.
c. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang
melibatkan penggunaan foto atau file dokumen sebagai sarana
untuk mendukung penelitian, dengan sumber informasi utamanya
berasal dari lokasi penelitian.
d. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu di
Kalurahan Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta

G. Sistematika Pembahasan
Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab

seperti berikut:

Bab Pertama, merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka dan kerangka
teoretik, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi penjelasan teoritis sebagai pisau analisis untuk
membedah masalah-masalah dalam penelitian, dalam bab ini teori-teori yang
dipaparkan merupakan teori efektivitas hukum dan teori maslahah mursalah.

Bab Ketiga, membahas mengenai gambaran umum tentang Kalurahan

Timbulharjo, mencakup profil, letak geografis, letak demografis dan gamabaran
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umum Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017
tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

Bab Keempat, membahas mengenai hasil akhir dari penelitian yang telah
penulis laksanakan yaitu mengenai Efektivitas Hukum Pemanfaatan Tanah Kas
Desa Perspektif Maslahah Mursalah yang terdiri dari dua sub bab pembahasan.
Pertama, Efektivitas Hukum Pemanfaatan Tanah Kas Desa di Kalurahan
Timbulharjo. Kedua, Efektivitas Hukum Pemanfaatan Tanah Kas Desa
Perspektif Marsalah Mursalah.

Bab Kelima, merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran

atas penelitian yang dilakukan penulis.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan penjelasan data yang telah dilakukan penulis
didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017
tentang Pemanfaatan Tanah Desa dilahirkan untuk memberikan dasar
hukum yang jelas dalam mengelola dan memanfaatkan tanah desa. Regulasi
ini dirancang untuk memfasilitasi pemanfaatan tanah desa di DIY secara
optimal dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, meski
tujuan dari regulasi ini sangat baik, pelaksanaannya di Kalurahan
Timbulharjo belum sepenuhnya efektif. Di lapangan, banyak masalah
pemanfaatan tanah kas desa yang masih dilakukan tanpa izin atau tidak
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik untuk kepentingan pribadi
maupun pihak lainnya. Selain itu, sejumlah pemanfaatan tanah kas desa
sudah berlangsung sebelum Pergub DIY 34/2017 diterbitkan, sehingga
seringkali tidak sesuai dengan aturan baru dan menimbulkan permasalahan
baru. Masalah lain yang muncul adalah izin-izin yang dikeluarkan sebelum
adanya Pergub ini, yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan peraturan
baru. Ini berpotensi menyebabkan sengketa yang menghambat penerapan
Pergub dengan efektif. Ketidaksesuaian antara regulasi baru dan praktik
yang telah lama berlangsung di masyarakat, ditambah dengan kurangnya
sosialisasi dan pemahaman mengenai pentingnya izin dalam pemanfaatan
tanah kas desa, merupakan faktor-faktor yang turut berkontribusi pada
kurangnya efektivitas hukum ini.

2. Dalam menilai Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34

Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa dari perspektif maslahah
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mursalah, peraturan ini secara prinsipil memenuhi kriteria kemaslahatan
yang diharapkan. Pergub ini dirancang untuk memberikan manfaat luas
kepada masyarakat desa, sesuai dengan prinsip maslahah mursalah yang
menekankan kemaslahatan umum. Kepastian hukum yang dihadirkan oleh
peraturan ini juga sejalan dengan prinsip maslahah mursalah, yang
menuntut perlunya kepastian dalam pengelolaan tanah untuk menghindari
mudharat dan kerusakan. Selain itu, Pergub ini mencerminkan kesesuaian
dengan tujuan syariat Islam, yang berfokus pada memberikan manfaat dan
mencegah kerusakan. Secara keseluruhan, Pergub DIY 34 Tahun 2017
dinilai efektif dalam kerangka maslahah mursalah, karena peraturan ini
telah dirancang untuk memaksimalkan kemaslahatan dan menjaga kepastian
hukum sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.
B. SARAN
Saran yang dapat diberikan penulis kepada pemerintah Kalurahan
Timbulharjo untuk melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang
Pemanfaatan Tanah Desa. Evaluasi ini mencakup peningkatan sosialisasi dan
edukasi kepada masyarakat desa mengenai ketentuan peraturan tersebut.
Penting juga untuk memastikan bahwa izin-izin yang diterbitkan sebelum
diberlakukannya Pergub ini telah disesuaikan dengan ketentuan baru.
Penguatan pengawasan dan penegakan hukum di tingkat desa juga perlu
dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Selain
itu, evaluasi berkala terhadap penerapan Pergub ini harus dilakukan untuk
menilai efektivitasnya dan mengidentifikasi serta mengatasi permasalahan yang
mungkin timbul. Terakhir, perlu juga ada peningkatan koordinasi antara
pemerintah desa, pihak-pihak terkait, dan masyarakat agar pemahaman dan

kepatuhan terhadap peraturan dapat terwujud. Dengan langkah-langkah
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tersebut, diharapkan efektivitas Peraturan Gubernur DIY 34 Tahun 2017 di
Kalurahan Timbulharjo dapat ditingkatkan, sesuai dengan prinsip maslahah

mursalah.
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